
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.１ Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Statistik deskriptif menunjukan bahwa angka perusahaan yang 

mengalami financial distress cukup tinggi, yaitu 32,5% dari 80 

observasi (firm year) dari 16 sampel perusahaan BUMN yang terdaftar 

di BEI periode 2014-2018. 

2. Variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Hasil pengujian ini tidak mendukung H1 bahwa ukuran dewan 

komisaris berpengaruh negatif terhadap financial distress. Semakin 

tinggi ukuran dewan komisaris tidak berdampak pada penurunan 

kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan di perusahaan. Banyaknya 

dewan komisaris pada perusahaan tidak mempengaruhi kinerjanya yaitu 

dalam mengawasi kinerja direksi yang buruk, sehingga tetap bisa 

menimbulkan terjadinya kesulitan keuangan. 

3. Variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. Hasil pengujian ini tidak mendukung H2 

bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris 

independen tidak berdampak pada kesulitan keuangan di perusahaan. 



 

 

Hal ini mengindikasikan kemungkinan komisaris independen tidak 

menjalankan tugasnya dengan baik. 

4. Variabel konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Hasil pengujian ini tidak mendukung H3 bahwa konsentrasi 

kepemilikan berpengaruh negatif terhadap financial distress. Tidak 

signifikannya konsentrasi kepemilikan dikarenakan pemegang saham 

dominan yang pasif dalam hal manajemen tidak memiliki cukup insentif 

untuk menahan terjadinya financial distress di perusahaan. 

5. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Hasil pengujian ini tidak mendukung H4 bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif terhadap financial distress. Tidak 

signifikannya kepemilikan manajerial terhadap financial distress 

disebabkan karena kondisi sehat atau tidaknya suatu perusahaan 

khususnya perusahaan publik yang ada di Indonesia bukan diakibatkan 

oleh besar kecilnya saham yang dimiliki direksi dan dewan komisaris 

saja, tetapi lebih diakibatkan oleh kemampuan direksi dalam mengelola 

perusahaan. 

6. Variabel ukuran komite audit berpengaruh signifikan dengan arah 

hubungan negatif terhadap financial distress. Hasil penelitian ini 

mendukung H5 bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. Pentingnya kehadiran komite audit di 

perusahaan agar dapat memperkuat pengawasan terhadap kinerja dewan 

dan mengurangi biaya agensi dalam suatu perusahaan. Peran komite 

audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada dewan 



 

 

komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Keberadaan 

komite audit dapat memantau perilaku manajemen dalam kaitannya 

dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga dapat 

mengoptimasikan kinerja manajemen dan direksi. 

7. Variabel ukuran komite pemantau risiko tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Hasil pengujian ini tidak mendukung H6 bahwa 

variabel ukuran komite pemantau risiko berpengaruh negatif terhadap 

financial distress. Tidak signifikannya ukuran komite pemantau risiko 

terhadap financial distress dikarenakan masih adanya perusahaan 

BUMN yang tidak memiliki komite pemantau risiko, hal tersebut 

didasari oleh Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006, mengenai penerapan manajemen 

risiko bagi Bank Umum sebagai suatu kewajiban. Namun pembentukan 

komite pemantau risiko pada sektor lainnya di Indonesia masih bersifat 

sukarela. 

 

5.２ Implikasi Penelitian 

 Implikasi penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu : 

1. Kemungkinan terjadinya finansial distress pada perusahaan BUMN 

non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 

2018 cukup tinggi, sehingga diharapkan perusahaan memperhatikan 

variabel yang berhubugan pada penelitian ini yaitu ukuran komite 

audit untuk menekan terjadinya financial distress. Perusahaan dapat 

mempertimbangkan untuk menambah komposisi komite audit dengan 



 

 

memberikan kompetensi (kualifikasi keahlian keuangan) serta sesuai 

dengan keputusan ketua Bapepam No.KEP-29/PM/2004 tentang 

pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yang 

menyebutkan bahwa jumlah anggota komite audit minimal 3 orang 

yang seluruhnya merupakan anggota independen yang terdiri atas satu 

orang komisaris independen dan dua orang anggota yang berasal dari 

luar emiten. Keberadaan komite audit sangat penting dalam rangka 

meningkatkan kualitas laba perusahaan, karena hal ini akan 

berdampak untuk mengetahui apakah perusahaan akan mengalami 

kesulitan keuangan atau tidak.   

2. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komite pemantau risiko tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya financial 

distress, hal itu dikarenakan perusahaan masih menggabungkan 

komite pemantau risiko dengan komite lain dibawah komisaris.. 

Apabila kinerja komite pemantau risiko pada perusahaan BUMN non-

keuangan dilaksanakan dengan efektif, komite pemantau risiko dapat 

menjadi sebuah kekuatan bagi pelaksanaan good corporate 

governance yang dapat diterapkan menjadi budaya organisasi. Oleh 

karena itu, setiap perusahaan BUMN non-keuangan hendaknya 

meningkatkan kualitas komite pemantau risiko, hal ini mengingat 

semakin kompleksnya aktivitas dunia usaha serta tingginya tantangan 

bisnis yang harus dihadapi perusahaan sehingga semakin 

mempertegas pentingnya komite pemantau risiko yang dapat 

diandalkan. Selain itu, menjadi penting bagi perusahaan untuk 



 

 

menempatkan jajaran dewan komisaris dan direksi dengan latar 

belakang pendidikan dan keahlian yang tidak hanya berhubungan 

dengan keuangan dan manajerial, tetapi juga keahlian untuk 

menganalisis adanya peristiwa yang berasal dari eksternal perusahaan, 

seperti peristiwa ekonomi makro dan mikro. 

3. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi 

pemerintah dan pihak regulator yang terkait dengan arti penting 

penerapan komite pemantau risiko bagi perusaan non-keuangan di 

Indonesia sebagai tinjauan untuk mengkaji ulang penerapan komite 

pemantau risiko pada perusahaan non-keuangan. 

 

5.３ Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu :  

1. Objek penelitian ini hanya terbatas pada perusahan BUMN non-

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-

2018 sehingga hasil penelitian ini belum bisa mencerminkan pengaruh 

antara ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris 

independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, ukuran 

komite audit dan ukuran komite pemantau risiko terhadap financial 

distress pada seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Masih adanya variabel lain yang belum dibuktikan pada penelitian ini 

untuk mewakili apakah adanya pengaruh ukuran dewan komisaris, 

proporsi dewan komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, 



 

 

kepemilikan manajerial, ukuran komite audit dan ukuran komite 

pemantau risiko terhadap financial distress, sehingga dapat 

memberikan tambahan apa saja variabel yang benar-benar 

mempengaruhi financial distress. 

 

5.４ Saran 

 Berikut adalah saran yang dipertimbangkan peneliti bagi penelitian yang 

akan datang : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan varial ukuran dewan komisaris, 

proporsi dewan komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, 

kepemilikan manajerial, ukuran komite audit dan ukuran komite 

pemantau risiko untuk mengetahui pengaruhnya terhadap financial 

distress. Terkait dengan kemampuan model dalam penelitian ini yang 

masih kecil dalam menjelaskan mengenai penyebab fenomena 

financial distress, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

penelitian dapat menambahkan variabel yang masih berhubungan 

dengan corporate governance seperti kepemilikan blockholder, opini 

audit yang diterima perusahaan, dan dualitas kursi dewan seperti pada 

penelitian yang dilakukan oleh Miglani, Ahmed dan Henry (2012) 

dengan judul penelitian “Voluntary Corporate Governance Structure 

and Financial distress : Evidence from Australia”.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan BUMN non-keuangan 

dengan periode 5 tahun sebagai sampel. Diharapkan untuk penelitia 

selanjutnya dapat menggunakan sampel jenis perusahaan lain dan 



 

 

periode yang lebih banyak. Sehingga dapat mengetahui pengaruh 

ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, 

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, ukuran komite 

audit dan ukuran komite pemantau risiko terhadap financial distress 

pada perusahaan tersebut maupun perusahaan sektor lain seperti 

perusahan manufaktur, perusahaan jasa dan masih banyak lagi. 

3. Penelitian ini menggunakan perbandingan EBITDA dengan biaya 

keuangan serta penurunan nilai pasar dalam mengukur financial 

distress. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan beberapa 

pengukuran yang lebih variatif dalam mengukur financial distress 

seperti metode Alman Z-Score agar lebih mewakili kondisi keuangan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


